UIN SULTAN AJI MUHAMMAD IDRIS SAMARINDA

FAKULTAS SYARIAH
PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA

RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER

MATA KULIAH (MK) KODE BOBOT (sks) SEMESTER Tgl. Penyusunan
(Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara)
Pengembang RPS Koordinator RMK Koordinator Prodi
Program Studi: Hukum Tata Negara : Muhammad Idzhar, Lc., M.H.
Capaian CPL-PRODI
Pembelajaran (CP) 1. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religius serta Menginternalisasi semangat kemandirian,
kejuangan dan kewirausahaan dalam pelaksanaan pekerjaan sebagai praktisi hukum Islam dan Hukum Tata Negara (Siyasah)
2. Menguasai langkah-langkah mengidentifikasi ragam upaya wirausaha yang bercirikan inovasi dan kemandirian yang
berlandaskan etika Islam, keilmuan, profesional, lokal, nasional
3. Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam kontek pengembangan atau implementasi ilmu
pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahliannya;
4. Menunjukkan sikap kepemimpinan (leadership), bertanggungjawab (accountability) dan responsibilitas (responsibility) atas
pekerjaan dibidang praktisi hukum Islam secara umum dan bidang Hukum Tata Negara (Siyasah) secara mandiri;
5. Menginternalisasi semangat kemandirian, kejuangan dan kewirausahaan dalam bidang hukum Islam secara umum dan bidang
Hukum Tata Negara (Siyasah)
CP-MK
(capaian mata kuliah)
1. Mampu memberikan pengertian Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara Secara Umum.
2. Mampu memahami Kedudukan Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara dalam sisitem Hukum Di Indonesia
3. Mampu memahami aspek-aspek Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara dan konsep konsep serta bentuk sebuah Sengketa
Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara
4. Mampu memahami teori teori Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara,

Diskripsi  Singkat
MK

Dalam perkuliahan ini dibahas mengenai Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara dalam program pendidikan di Fakultas Syariah, Mata kuliah
pilihan bagian ini berkonsentrasi secara khusus pada bidang Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara, Materi muatan dalam mata kuliah ini
meliputi dua gelombang seri perkuliahan dalam satu semester yang utuh. Pada gelombang pertama pengertian Hukum Acara Peradilan Tata Usaha
Negara, asas hukum Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara yang umum, dismissal Proses HAPTUN, Obyek HAPTUN, dan standar/tolok ukur
pembuktian dalam HAPTUN. Pada gelombang berikutnya materi muatan kulaih meliputi upaya upaya hukujm dalam sebuah HAPTUN
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